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KATA PENGANTAR

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) dalam
membangun kabupaten/kota layak anak bertujuan agar terjadi
integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh
dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan
untuk pemenuhan hak-hak anak. Integrasi dan sinergitas
sumberdaya inilah yang menjadi barometer keberhasilan
pembangunan kota layak anak yang berkelanjutan

Penerapan Sustainable Development Goalds (SDGS) dan
perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua
sektor dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin,
dengan butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat
komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji
permasalahan yang berkaitan dangan Sustainable Development
Goalds (SDGS) dalam membangun kabupaten/kota layak anak.
Dimensi-dimensi penting dari perspektif keberlanjutan dapat
dijadikan rujukan dalam percepatan kota layak anak.
Keseluruhan bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta
empiris yang diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat
melalui kajian teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil
penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak
para pembaca untuk mendeskripsikan, mengelaborasi
pembangunan kota layak anak sebagai media untuk




perlindungan dan penguatan hak anak, terutama dari kacamata
masyarakat dan stakeholders. Seyogyanya, kota layak anak
adalah mampu memenuhi hak-hak anak.

Kehadiran buku ini dihadapan para pembaca,
diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya
membangun sebuah kemitraan, sinergitas berbasis penguatan
komunitas masyarakat.

Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan sektor
swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari
masing-masing departemen atau sektor, lembaga non
pemerintah, dan masyarakat sipil. Kemitraan yang terbangun
dapat saling berintegrasi dan bersinergi menjadi suatu kesatuan
yang saling mengisi dan membutuhkan satu dengan lainnya.
Kemitraan ini dapat membentuk suatu lingkaran projek dengan
proses perencanaan dan pelaksanaan melalui fase-fase yang
jelas dan terarah.

Akhir kata, semoga berguna bagi para pembaca,
khususnya yang menaruh minat pada persoalan program
kesejahteraan anak, perencanaan dan penyusunan kebijakan,
khususnya sektor publik.

Penulis
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Bah 1
Pendahuluan

kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sistem
pembangunan Kota/Kabupaten yang mengintergrasikan
komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
pemenuhan hak-hak anak. Program ini oleh UNICEF
dinyatakan sebagai perwujudan dari Konvensi Hak Anak di
tingkat lokal, yang dalam prakteknya diartikan bahwa hak-hak
anak tercermin dalam kebijakan, hukum, program dan
anggarannya. Tolak ukur keberhasilan kota/kabupaten layak
anak adalah menjadikan masyarakat kota dan anak sebagai
subyek pembangunan, terpenuhinya lima klaster hak anak,
yaitu hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif; hak kesehatan dan kesejahteraan dasar
pendidikan, hak pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya; serta hak perlindungan khusus yang berkesesuaian
dengan isu-isu nasional tentang demokrasi, reformasi dan
partisipasi anak. Keterlibatan masyarakat ini juga menjadi
bagian penting dalam peningkatan kualitas kehidupan anak
Indonesia di masa mendatang.

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam buku ini
adalah bagaimana upaya membangun kota/ kabupaten layak
anak (KLA) yang berkelanjutan dalam pemenuhan hak anak




—

dan perlindungan anak?. Solusi yang ditawarkan sebagai
metode pemecahan masalah tersebut adalah implementasi
perspektif Sustainable Development Goals (SDGs), yang sistemik,
melalui penguatan komunitas dengan berbasis model
collaborative ~ governance, ~didukung oleh dimensi peran
monitoring dan evaluasi sebagai bahan rencana keberlanjutan
program, dan dilakukan berdasarkan data-data empirik dan
diperkuat oleh kajian teoritik yang relevan.

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya
penelitian dan gagasan akan sebagai sebuah keterkaitan
dengan hak asasi manusia, komitmen kemanusiaan, nasional
dan internasional yang diharapkan dapat terbangun
kabupaten/ kota layak anak yang berkelanjutan dan sistemik.
Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai entry point pada
pembahasan dan kajian yang lebih rinci tentang perspektif
Sustainable Development Goals (SDGs), yang sistemik dalam
pengembangan kota layak anak.

Kajian dalam bab pendahuluan ini akan diperkuat
dengan hasil-hasil penelitian (studi) yang relevan serta
berlandaskan kajian-kajian teoritik agar memiliki bobot
pertanggungjawaban akademik yang memadai. Pada bagian

akhir bab pendahuluan ini, diuraikan gambaran umum °

keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan
pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1. Anak dan Kota Layak Anak: Gagasan Hak Asasi Manusia
(HAM) dan Pengarusutamaan Anak (PUHA)

Gagasan kota/kabupaten layak anak ddiawali dengan
sebuah penelitian mengenai “Children’s Perception of the
Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts
Institute of Technology) di 4 kota, yaitu Melbourne, Warsawa,
Salta, dan Mexico City di tahun 1971-1975. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak

Yang Berkelanjutan




adalah yang mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan
sosial; komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas;
yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan
yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan
menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut
dilakukan dalam rangka program Growing Up In Cities (GUIC),
tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO.
Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi
dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi
perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh
UNESCO dan MIT Press dengan judul “Growing Up In Cities”
1977.

Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak pada tahun
1989, dengan memasukan salah satu ketentuan mengenai hak
anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak
mempunyai suara, di samping prinsip lain seperti non-
diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk
hidup dan mengembangkan diri.

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, para kepala
pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip prinsip
Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan .
Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa, anak dan
remaja sebagai salah satu Major Group, Kelompok Utama yang
dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan
masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21
juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan serta dalam
pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak
adalah agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses
konsultasi untuk mencapai konsensus pada “Agenda 21 Lokal,”
dan mendorong pemerintah kota menjamin bahwa anak,
remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan
keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan. Setelah 25 tahun,
hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan

Kota




penwlitian serupa oleh Dy Louise Chawla dari #he Chilitro and
Frimronment Program of the Nureegion Cenlre for Child Research
Trondheim, Norweyie tohan 1994-1995. Tenclitian yang
disponsori oleh LNKSCO dan Child Watch Tnternational.
dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argenting, Melboumc,
Australia, Nerthampton, Ingvis, Bangalone, India, lrondheim,
Norwegia, Warsaws, Polandia, Joharnnesburg, Alrika Selatan
dan O)aklands, California, Amerika Serikat, Hasil penelitian ini
menjaddi indikator bagi UNICEF dalamy mengawasl pemenuhan
hak anak di kota scbagai bagian dart Child  Imemdly  Cily
tnitiptive untuk puwerintah keta,
Pzda Konlerensi  Habitat 1T alau Cify Sumprnit, di lslanbul,
Turki lahun 1996, perwakifan pemerintah dari seluruh dunia
hertemu dan menandatangani Agenda Hahitat, yakni scbuah
Progran Aksi ontuk Mewbual Permukiman lebih nyaman
unlpk ditempati  dan  berkelanjutan.  Paragraf 13 dari
pembukaan Agenda Habitat, secara Khusus menegaskan balwa
anak dan remaja harus mempunyai lempat tinggal yang layak:
terlibat dalam prosves mengambilan keputusan, baik di kota
maupun di komuniti; terpenuhi kebuluhan dan peran anak
dulam bermain di komunitinva. Melalui Gty Summit it
UNICEF dan UNHABIN AT memperkenalkan Child  Fricadiy
City Imitiutize, lerulama menyentuh anak kota, khususnya yang
miskin dan vang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan
perfindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

Pada UN Spevial Session on Children, Mei 2002, pura
wulikola menegaskan komitmen mereka untuk  akiif
menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga
merexomendasikan kepada walikola seluruh dunia untuk: 1)
e gemiangkan retwana aksi untuk kota mereka menjad? Kota
Kamah dun melindungi hak anak, 2) mempromosikan peran
scrta anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan
keputuaan di kuts mereka terutama dalam proses pelaksanaan
dan evaluagl kebijakan pemerintah kota
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Upaya UNICEF dan UNHABITAT ini terus menerus
dipromosikan keseluruh dunia dengan upaya meningkatkan
kemampuan penguasa lokal.

Pada World Summit on Sustainable Development di
Johannesburg, Afrika Selatan tahun 2002, para pemimpin
negara dari seluruh dunia antara lain menyepakati untuk
mewujudkan perbaikan yang signifikan pada kehidupan bagi
sedikitnya 100 juta masyarakat penghuni kawasan kumuh,
seperti yang diusulkan dalam prakarsa “Kota tanpa
Permukiman Kumuh” (Cities without Slums) pada tahun 2020.
Hal ini mencakup tindakan pada semua tingkatan untuk: 1)
meningkatkan akses pada tanah dan properti, permukiman
yang memadai dengan pelayanan dasar bagi masyarakat
miskin di perkotaan dengan perhatian khusus pada kepala
rumah tangga perempuan; dan 2) mendukung otoritas lokal
dalam menjabarkan program perbaikan daerah kumuh dalam
kerangka  rencana  pengembangan perkotaan  dan
mempermudah akses, khususnya bagi masyarakat miskin,
pada informasi mengenai peraturan tentang perumahan.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan untuk
mewujudkan hak-hak anak dan perlindungan anak di memiliki
landasan konstitusional. Persoalan khusus anak karena
berbagai perlakuan buruk yang menghambat tumbuh kembang
anak secara optimal telah pula mengacu pada konvensi hak
Anak, yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1989. Ada 4 prinsip
dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak
sebagaimana dilansir Kementrian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (2015: 3), yaitu (a) prinsip non-
diskriminasi, tidak ada pembenaran terhadap diskriminasi atas
alasan apapun; (b) prinsip kepentingan terbaik anak; (c) hak
atas untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
serta (d) penghargaan terhadap pendapat anak.




Ui Indonesia, peviindungan anak merupakal bagian
penting, dalam upaya pemenuhan hak  anag. Dalamm hal
perlindungan anak, menurut Konvensi Hak Anak alau Chali
Riyirt Conmeniiun, anak mevupakan setiap anusiz yang berusia
delapan bulas lahun, yang Indonesia melalui Kueputusan
Presiden Nomor 36 tahua 1990 Selanjutiya  sebagal
perwuindan  dari kooulnen  negara, Indonesia  telsh
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentanyg
Perlindungan Anak yany telah direvisi dalam Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2014

Undang-Undang  Perlindungan Anak yang aisahkan
Pemeriniah  sebagai  perwujudan  untuk melaksanakan
pemenuhan, pemajuan, perlindungan hak anak bagi semua
jenis kolamin, status sosial, agama, ras dan etnis. Tresiana dan
Duadji {2006) memaknai “prtlindumgan” menjadi tekanan
dalam upaya prwenuhan hak anak yang diarlikan scgala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dun hak-
haknva agar dapat hidup, lunbub, berkembang dan
ferpartisipas’ sccara ophmal sesual harkat dan martabat
kemanusisan serla mendapat perlindungan atas tncdakan
kekerasun dan diskeiminasi. Dalam UU Perlindungan Ariak
dinyatakan  bahwa  setiap anak dengan pronsip non
diskriminatid  hams  diakui hak sipil dan kebcbasanmya,
pendidikin, keschatan dan pengasuhan.

Siluasi anak secara universal menujukkan banyulnya
ketidakadilan yang scrias dialami oleh anak-anak, superti
tingginya angka kemalian anuk, pearwatan kesehatan yang
huruk, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan
dasar, banyaknya kasus anak yang disksa dan diekspluizasi
aehagat pekerja suksual atau dalam pekurinan pekerjaan yang
membahayakan don banyak lagi hal-hal kegiatan  yiug
semestinya tidak  dialami olkeh anak apabila  upaya
perlindungan bagi arak dilakulau aleh seluruh penyclenggara
pendidikan anak, Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu
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baik kelompok masyarakat yang paling kecil yaitu keluarga
dimana didalamnya terdapat orang tua, seluruh komponen
masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas
perlindungan anak terus dijalankan dengan konsisten dan
berkesinambungan. Dalam kaitan ini paling tidak terdapat dua
peraturan perundangundangan penting yang menjadi tonggak
dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang direvisi kedalam UU Nomor 34
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. KHA merupakan
instrumen yang berisi rumusan prinsip prinsip universal dan
ketentuan norma hukum di bidang HAM, khususnya anak,
dengan cakupan hak yang paling komprehensif. berkewajiban
dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuan
dalam KHA.

Langkah-langkah implementasi umum yang harus
dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap
prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi
nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada
kerangka KHA. Dalam rangka lebih menjamin pembuatan
peraturan  perundang-undangan dan  kebijakan telah
memperhatikan hak anak, yang mengacu pada prinsip-prinsip
yang terdapat dalam KHA sebagai berikut :

Pertama, Prinsip atas Hak Kelangsungan Hidup dan
Tumbuh Kembang. Setiap anak Memiliki hak yang melekat
atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan
hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal.

Kedua, Prinsip Non Diskriminasi. Semua hak yang diakui
dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak harus
diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun,
berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial
ekonomi.

Kotal




Ketiga, Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak. Dalam
semua tindukan vang menyangkut anak yang dilakukan oleh
pemerintal, masyarakat, hadan legislatif, dan badan yudikatif,
maka kepentingun yang terbaik bagi anak harus menjadi
prttimbangan utama.

Keespaf, Prinsip Penpghargaan techadap Pendapat Anak.
Anak yang memiliki pandanganpandangan sendiri dan

_memnpunyai hak umtuk menyatakan pandanganpandanganmya
accarn bebas calam semua hal yang memengarvhi anak,
Tordapat nilai menghoruali hak anak untuk berpartisipasi dan
menyatakan pendapatnya dalam  pengambilan  kepatusan,
terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi
kehiduparuiya,

Dalam Undang-Undang RI Nomor UU Nomor 34 Tahun
2013 tentang Perlindungan Anak, tercantum hak-hak. anak
meliputi:

1) Hidup, hunbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
seria mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi;

7 Nama  sebagai  identitas  diri dan  stalua
kewarganegaraily;

3) Beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi
sesual dengan tingkat keverdasan dan usianya, dalam
bimbingan orang tua;

1% Mengetabni orang tuanya, dibesarkan, dan diasoh oleh
orang tuanya seadivi;

T

Memperolch pelayznan kesehatan dan mental, spiritual
dan susial ;
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6)

8)

9)

Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan
sesuai dengan minat dan bakatnya;

Anak yang menyandang cacat juga memperoleh
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang
memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus;

Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari dan memberikan informasi sesuai dengan

" tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan

dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatuhan;

Istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan
berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri;

10) Anak yang menyandangg cacat berhak memperoleh

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf
kesejahteraan sosial;

11) Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,
berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a)
diskriminasi b) eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual; ) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan dan
penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan yang
salah lainnya;

12) Diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir ;

13) Memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan

dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa
bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d)




pelibatan dalam peristisva vang mengandung unsur
kekerasan; dan ) pelibatan dalam peperangan

14) Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaain,
penyviksaan, atau  penjatuban hukuman yvang tdak
mMenuSiawi;

15) Mempuroleh kebebasan sesuai dengan hukum;

16) Penangkapan, penahanan, atou tindak pidana penjara
anak hanya dilukukan apabila ssuai dengen hukum

* yany berlaka dan haoya Jdapat dilakukan sebagai upaya

ferakhir

17) Anak yang dirampas kebebasarnya berhak wnouk: a)
mendapatkan  per'akuan secara manusiawl o dan
penempatannya  dipisabkon dazi arang dewasa; )
memperoleh bvaninan hukom atau bantuan lainnya
arcara efekbf dalam sctinp tahapan upava hukom yang
berlakuy; dan o) membela divi dan memperoleh keadidan
di depan pengadilan anak yany cbyektil dan tidak
memihak dalam sidany tertutup untuk umum;

18) Anak yang menjadi korban ateu pelaku kekerasan
seksual alau yang berhadapan dengan hukum berhak
dirubisiakiuy;

19) Anak vang menjadi korban ztau prlaku tindok pidaci
berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantwan
Jainnya .

Berkailan dengan perlindungan atas hak-hak anak,
dijelaskan dalam Undang-Undoang Nomwr 32 lahun 2004
tentung  Perlindungan  Anak,  vang  dimaksud  dengan
petlindungan arak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindunyg anak dan hak-ihik anak agae dapal tumbuh hidury,
tumbubh kermbang, dan barpartisipasi secara vptimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusisgann serta mendapal
perlindungan dan kekerisun dan diskrioninasi, Perlindungan
anak juga termaklub dalam Kemvensi Hak Anak yang Mrasyarat

Bl o s p M ygitngs,




utama agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal
adalah terpenuhinya kebutuhan dasar anak.

Menurut Dobowitz (dalam Tresiana dan Duadji,2016)
kebutuhan dasar anak meliputi makanan yang memadai,
pakaian, perumahan, perawatan dan kesehatan pendidikan,
pengawasan, perlindungan dari lingkungan yang berbahaya,
perawatan asuhan, kasih sayang, dukungan dan cinta. Terlansir
kebutuhan anak antara lain :

1) organik anak, seperti kebutuhan makan, sandang dan

* papan.

2) Kebutuhan belajar, yaitu kebutuhan yang terkait
langsung dengan kecerdasan dan kepribadian anak
seperti sarana pendidikan dan budi pekerti.

3) Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang terkait
langsung dengan perkembangan psikis anak seperti rasa
aman, kasih sayang dan perhatian.

4) Kebutuhan religisu, yaitu jenis kebutuhan yang terkait
dengan perkembangan rohani anak.

5) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang terkait dengan
perkembangan anak untuk berinteraksi dengan orang
lain sebagai anggota keluarga maupun anggota
masyarakat.

Dalam Konteks pembangunan lokal, Pemerintah Propinsi
Lampung telah berupaya dan berkomitmen mengimplemen-
tasikan mulai dari UU Tentang Perlindungan Anak, yakni UU
No. 23 Tahun 2002 dan UU perubahannya yakni UU No. 35
Tahun 2014, maupun UU tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, yaitu UU No. 11 Tahun 2012.

Selanjutnya, juga menetapkan Pengarusutamaan Hak
Anak (PUHA) sebagai sebuah strategi perlindungan anak
dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan
pembangunan, mulai sejak penyusunan perencanaan,
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pengaiggarsn, peloksanuan, pemantauan, dan evaluasi dari
berbagai  peraturan  perundengan-undangan,  kebijakan,
orogyarn, dan kegiatan  dengan  meneraplan prinsip
kepentingun terbaik bagi anak.  Untuk mengimpleaen-
tasikannya, maka kebijakan  UHA  salah  satunya
ditranafermasixin melalui kebijakan pembangunan Kabupaten
/Kuta Layak Anak (KLA) yang merupakan upaya prineriniak-
an  kabupaten/kuta  untuk  nempercepat implementasi
Konvensi Hak Anak (KILA} dari kerangka hukum ke dalam
definisi, strategi, dan intervensi pembangunan  seperh
kebijakan, institusi, dan program yang layak anak.

Meskipu berhagai pumbangunan kot kabupaten layak
anik telah  digulickan di beberapa wilayah di Propinsi
I ampung.dalam  rangka  memperkeal  atau menghapus
persoalan anak, namun temyata isu anak belumlah mampu
menjadi pusat perhatian pembangunan di Kabupaven/Keta.
Pelaksanaint  pembangunan di deevah  selama  ini lebih
menckankan pada pembangunan  ckonomi, politik  dan
infrastrnknar, tanpa memperbmbingkan tnsur kepentingan
terbaik anak dalam pengambilan keputusan, Banyak kebijakan
pembangunan yang befura burpinak pada anak, schingga bias
daliun implementasinya can bitakrasi pemerinlah namnpakinya
juga belum responsil anak karena belum adanya kesadaran dari
pembuat  kebijakan  ataupun  pimpinan  bisokrasi - alan
puntingaya isn ana’ dalam kehiakan-kebijakan vanyg disusun
iTresiana dan Duadii, 2M6) .

Berdasatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungun Anak, yang kemudian di revisi dengan
UL perubahanava yakni UU No, 35 Tahun 2014, terdapat 31
‘dga puwluh sam) hak anak, yaitr ha< antuk: 1) bevmain; (2}
berkreas:; {3} berpartisipasi; (4] serhubungan denpan orang taa
bila terpicahkan; (3] bebas beragama; () bebas berkwmpal; (7)
bubas berserikat; (R} hidup dengan orang tua; () kelangsungan
hidup, tambuh dan berkemnbanyg; (10) hak untuk mendapatkan
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nama; (11) identitas; (12) kewarganegaraan; (13) pendidikan;
(14) informasi; (15) standar kesehatan paling tinggi; (16) standar
hidup yang layak; (17) hak untuk mendapatkan perlindungan
pribadi; (18) perlindungan dari tindakan penangkapan
sewenang-wenang; (19) perlindungan dari perampasan
kebebasan; (20) perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman
dan perlakuan tidak manusiawi; (21) perlindungan dari siksaan
fisik dan non fisik; (22) perlindungan dari penculikan,
penjualan dan perdagangan atau trafficking; (23) perlindungan
dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual; (24)
perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan;
(25) perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak; (26)
perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok
minoritas/kelompok adat terpencil; (27) perlindungan dari
pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum layak
untuk dilihat anak; (28) perlindungan khusus, dalam situasi
genting/darurat; (29) perlindungan khusus, sebagai
pengungsi/orang yang terusir/tergusur; (30) perlindungan
khusus, jika mengalami konflik hukum; (31) Perlindungan
khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Kehadiran
kedua UU di atas, hakekatnya untuk memberikan jaminan
hukum atas perlindungan terhadap anak dari berbagai
tindakan yang merugikan hak-hak mereka untuk: (1)
kelangsungan hidup; (2) tumbuh dan berkembang; dan (3)
berperan serta dan terbebas dari diskriminasi, tindak
kekerasan, eksploitasi dan tindakan kekerasan ketika anak
bermasalah dengan hukum.

Berikut ini adalah pemetaan terhadap berbagai data dan
permasalahan anak di Propinsi Lampung.




yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses
kelembagaan di setiap tingkat. Proses dan kriteria pelaporan,
penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus
perlu dipetakan, dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di
semua tingkat.

Keempat, Mempertimbangkan fungsi dari kegiatan
evaluasi, maka pengumpulan data lebih banyak difokuskan
dengan metode survai representatif yang berbasis populasi baik
melalui survai, survai rumah tangga, survai pada anak-anak,
survai sekolah yang dilakukan secara reguler. Diharapkan
survei serupa bisa dilakukan secara reguler (misalnya setiap 2
atau 3 tahun) untuk melihat perkembangan  upaya
perlindungan anak.
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KOTA LAYAK ANAK
YANG BERKELANJUTAN

Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs) dalam
membangun kabupaten/kota layak anak bertujuan agar terjadi
integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha/swasta yang terencana secara menyeluruh dan
berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk
pemenuhan hak-hak anak. Integrasi dan sinergitas sumberdaya
inilah yang menjadi barometer keberhasilan pembangunan kota
layak anak yang berkelanjutan.

Penerapan Sustainable Development Goalds (SDGS) dan
perspektif sistemik mensyaratkan keterlibatan aktif semua sektor
dengan perspektif yang multidisiplin dan interdisiplin, dengan
butir-butir yang saling terkait satu sama lain, bersifat
komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji
permasalahan yang berkaitan dangan Sustainable Development
Goalds (SDGS) dalam membangun kabupaten/kota layak anak.
Dimensi-dimensi penting dari perspektif keberlanjutan dapat
dijadikan rujukan dalam percepatan kota layak anak. Keseluruhan
bab dalam buku ini akan berisi uraian fakta-fakta empiris yang
diambil dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat melalui kajian
teoritik yang relevan. Melalui hasil-hasil penelitian yang disajikan
dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk
mendeskripsikan, mengelaborasi pembangunan kota layak anak
sebagai media untuk perlindungan dan penguatan hak anak,
terutama dari kacamata masyarakat dan stakeholders.
Seyogyanya, kota layak anak adalah mampu memenuhi hak-hak
anak.
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